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No. Materi Raperda ? - Rumusan Raperda_ Rekomendasi Keterangan
1. Nama Pasal 2 - Telah sesuai dengan UU No.
Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA, dipungut retribusi atas 28 Tahun 2008.
pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
2. Objek Pasal 3 - Telah sesuai dengan UU No.
(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam 28 Tahun 2009.
Pasal 2 adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja
Tenaga Kerja Asing.
(2) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sebegaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-
badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan
tertentu di lembaga pendidikan.
3. Subjek Pasal 4 - Telah sesuai dengan UU No.
(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberi kerja Tenaga 28 Tahun 2009.
Kerja Asing yang mendapatkan pelayanan Perpanjangan IMTA.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib
Retribusi merupakan badan yang menurut ketenfuan Peraturan Daerah
ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
4, Golongan Retribusi Pasal 5 - Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 28 Tahun 2009.
digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
5, Cara Mengukur Tingkat Pasal 6 Pasal 6 Disesuaikan dengan UU No, 28
Penggunaan Jasa Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA dihitung | Tingkat penggunaan jasa penerbitan Perpanjangan IMTA diukur | Tahun 2009.
berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. | berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.
6. Prinsip Penetapan Struktur dan | Pasal 7 Pasal 7 Disesuaikan dengan UU No. 28

Besamya Tarif Retribusi

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan tujuan
untuk  menutup sebag selwrsh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi
Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan
pada tujuan untuk menutup ... (seluruh atau sebagian) biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Tahun 2009.
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Retribusi

Strukdur—dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika)
periabatasfbulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing yang dibayarkan di muka.

(1) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika) per
bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing yang dibayarkan di muka.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan
rupiah berdasarkan nilai kurs yang beriaku pada saat penerbitan SKRD.

No. Materi Raperda RiESS : .
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada | (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari
perpanjangan izin. pemberian izin tersebut dan biaya pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal.
7. Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8 Pasal 8 1. Penetapan tarif dalam nilai

US Dollar, namun harus ada
ketentuan tambahan yang
menyatakan bahwa retribusi
dibayarkan dengan rupiah
berdasarkan nilai kurs yang
berlaku pada saat penerbitan
SKRD.

2. Tarif Retribusi Perpanjangan

IMTA dikenakan per orang
per bulan, sebagaimana
penetapan PNBP IMTA
dalam PP No. 42 Tahun
2018 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis PNBP yang
berlaku pada Kementerian
Ketenagakerjaan.

Pasal 9
(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Penetapan farif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan perubahan tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan.

(3) Penetapan tarif refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peninjauan berkala atas tarif
Retribusi Perpanjangan IMTA
dengan mempertimbangkan
tarif yang diatur melalui
Peraturan Pemerintah
mengenai jenis dan tarif atas
jenis PNBP yang berlaku pada
kementerian di bidang

Pembayaran, Angsuran, dan
Penundaan Pembayaran

(1) Pembayaran retribusi perpanjangan IMTA dilakukan di kas Daerah atau
di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan

ketenagakeraan.
8. | Wilayah Pemungutan Pasal 10 - Telah sesuai dengan UU No.
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Barito Utara. 28 Tahun 2009,
9. Penentuan Pembayaran, Tempat| Pasal 12 - Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa antara lain karcis, kupen, dan kartu langganan.
(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x
24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

(?) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib
retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu
tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas wakiu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
diberikan tanda bukii pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

10.

Sanksi:
a. Administratif

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (ds&
perseraius) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sefiap bulan dari retribusi yang terutang yang fidak atau kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Legal drafting disempumakan.

b. Pidana

Pasal 31

(1) Waijib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar
refribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3
({tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghapuskan kewajiban waijib retribusi untuk membayar retribusinya.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseterke<asegars:

Pasal 31
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar

retibusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3
(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fidak
menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

Negara.

Disesuaikan dengan ketentuan
Pasal 178 UU No. 28 Tahun
2009.




No. |- Materi Raperda ~ - Rumusan Raperda - : Rekomendasi Keterangan
11. ! Penagihan Pasal 15 Pasal 15 Disesuaikan dengan UU No. 28
(1) Penagihan retribusi dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului | (1) Penagihan retribusi dilaksanakan menggunakan STRD dan didahului | Tahun 2009.
Surat Teguran. dengan surat tequran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis | (2) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelzh tanggal surat teguran/surat pembayaran.
peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Retribusi, Wajib | (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Waijib
(4) Surat teguranfsurat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. {4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
(5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau
Peraturan Bupati. : Pejabat vanq ditunjuk.
(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi siatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
12. | Penghapusan Piutang Retribusi | Pasal 24 e Telah sesuai dengan UU No.

yang Kedaluwarsa

(1)

(2)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Waijib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika ;

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Refribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak saat diterimanya

Surat Teguran tersebut.

Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

28 Tahun 2008.




Rekomendasi

No. Materi Raperda . Rumusan Raperda "~ Keterangan
Pasal 25 Telah sesuai dengan UU No.
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 28 Tahun 2008.
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputudan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
13. | Tanggal Mulai Berfakunya. Pasal 33 Telah sesuai dengan UU No.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 28 Tahun 2009.
14, | Lain-lain Pasal 11 Telah sesuai dengan UU No.

(1) Masa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah berdasarkan jangka waktu
izin yang diberikan.

(2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

28 Tahun 2009,

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuesannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Telah sesuai dengan UU No.

28 Tahun 2009.

Pasal 17

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupali atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan,
maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(4) Tata cara penyelesaian keberatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (duaperserats) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) buan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Legal drafting disempurnakan.

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas
dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikeluarkan cleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permohonan diterima.

(4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.

Pasal 20

(1) Waijib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk perhitungan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas
kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih
dahulu dengan hutang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya, oleh Bupati atau

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2009.
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Peiébat yang ditunjuk.

Pasal 21

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran refribusi yang masih fersisa setelah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak dterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) buian sejak
diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
waktu 2 (sua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (ua-per-seratus)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak dterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada Waijib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
waktu 2 (sua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih fanjut dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No.
28 Tahun 2008.
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